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MOTTO

“Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri
dan tinggalkan jejak”.

(Ralph Waldo Emerson)



LARANGAN MENIKAH SATU KAUM DALAM MASYARAKAT SUKU
PEKAL DITINJAU DARI HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten
Bengkulu Utara)

ADE PUTRA JAYA
1974201021

ABSTRAK

Salah satu titik balik yang signifikan dalam kehidupan seseorang adalah
pernikahan. Adat istiadat yang terkait erat dengan warisan budaya keluarga, serta
lingkungan dan sosialisasi masyarakat, memiliki dampak yang signifikan
terhadap pernikahan. Dikalangan masyarakat suku Perkawinan dalam marga
yang sama masih dilarang di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupali,
Kabupaten Bengkulu Utara, Pekal. Marga diartikan sebagai suku, kerabat,
keluarga, golongan, dan garis keturunan matrilineal dalam kamus besar bahasa
Indonesia. Allah SWT telah menetapkan batasan siapa yang berhak menikah dan
siapa yang tidak. Namun, apakah penduduk Desa Tanjung Dalam, Kecamatan
Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara yang mayoritas beragama Islam itu
melarang perkawinan antar marga? (1) Bagaimana perkawinan antar suku Pekal
di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara?
menjadi tujuan penelitian ini. (2) Bagaimanakah larangan perkawinan suku Pekal
di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara
dalam hukum Islam? Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris
dengan metodologi kualitatif. Wawancara dan dokumentasi digunakan untuk
mengumpulkan data. Hasil penelitian adalah (1) Hukum Islam melarang
perkawinan antar suku dalam masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam,
Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini sesuai dengan
hukum Islam karena adat istiadat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam tidak boleh
bertentangan dengan ajaran Islam, dan Al-Qur'an dan Sunnah menyatakan bahwa
saudara kandung yang satu suku tidak boleh dinikahkan karena tidak termasuk
dalam golongan orang yang telah menikah. Hal ini karena adat istiadat Pekal
mirip dengan adat istiadat Minangkabau, khususnya Adat Syarak Basandi,
Syarak Basandi Kitabullah, yang menekankan ajaran Islam sebagai satu-satunya
dasar dan/atau aturan tingkah laku dalam kehidupan..

Kata Kunci : Larangan Menikah, Satu Kaum, Suku Pekal, Hukum Islam
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BABI1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu titik balik yang signifikan dalam kehidupan seseorang
adalah pernikahan. Adat istiadat yang terkait erat dengan warisan budaya
keluarga, serta lingkungan dan sosialisasi masyarakat, memiliki dampak yang
signifikan terhadap pernikahan. Dampak Agama atau kepercayaan yang
terkait dengan kasus tersebut juga penting. Namun, tidak menutup
kemungkinan bahwa pernikahan akan diatur oleh hukum adat setempat di
masa depan. Hal ini benar karena hukum adat adalah ekspresi dari semangat
komunal dan cerminan budaya.

Hukum perkawinan adat dalam budaya Indonesia saat ini telah
dihapuskan oleh Salah satu hukum nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat
Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur
perkawinan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hukum perkawinan adat masih
berlaku hingga puluhan tahun setelah undang-undang perkawinan nasional ini
dibuat. Islam beranggapan bahwa perkawinan merupakan urusan sipil dan
agama karena dilaksanakan sesuai dengan sunnah Nabi dan perintah Allah,
serta sesuai dengan petunjuk mereka..

Pernikahan merupakan “ikatan adat” menurut hukum adat Indonesia,
dan "ikatan perdata", serta ikatan kekeluargaan dan ketetanggaan. Menurut
hukum adat, pembentukan ikatan pernikahan tidak hanya mempengaruhi

hubungan perdata, seperti yang melibatkan hak dan kewajiban suami dan



istri, harta bersama-sama, status anak, hak dan tanggung jawab, dan orang
tua, tetapi juga kekerabatan, warisan, kekerabatan dan tetangga, dan praktik
keagamaan dan adat istiadat.

Kewajiban untuk mematuhi hukum dan larangan agama baik dalam
interaksi manusia dengan Tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia dengan
satu sama lain merupakan aspek lain dari kehidupan yang aman di dunia ini
dan akhirat. Perkawinan antar anggota marga yang sama masih dipandang
sebelah mata oleh suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok
Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara..

Pernikahan dalam satu kaum masih dianggap tabu di kalangan
masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai,
Kabupaten Bengkulu Utara. Di sebelah utara, suku Pekal berbatasan dengan
suku Kerinci; di sebelah barat, suku Minang; di sebelah timur, suku Rejang;
dan di sebelah selatan, suku Enggano. Selain itu, suku Pekal berbatasan
dengan Sungai Urip dan Urai.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tepi berarti suku, keluarga,
kerabat, golongan (orang-orang yang bekerja sama, bersepakat, dan
sebagainya), dan garis. keturunan matrilineal. Pada dasarnya Kaum Pekal ada
6 kaum tapi ditambah 1 sebagai ketua kaum-kaum itu, yaitu kaum Ratu, kaum
Dayang, kaum Zazali, kaum Mato Keling, kaum Batuah, kaum Mudo Riang

dan kaum Melayu.!

Tbid



Akibatnya, tidak ada dua orang anggota suku pekal yang
diperbolehkan menikah di Desa Tanjung Dalam, Kecamatan Ulok Kupai,
Kabupaten Bengkulu Utara. Suku Pekal memiliki kepercayaan bahwa
perkawinan antara dua orang yang berasal dari marga yang sama akan
berakhir buruk, khususnya perkawinan tersebut akan penuh dengan kesulitan
dan akan terjadi konflik terus-menerus dalam rumah tangga. tangganya
maupun akan berakhir dengan perceraian yang berdampak buruk bagi
keturunannya kelak.

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk melaksanakan ajaran
agama agar tercipta keluarga yang tenteram, sejahtera, dan sejahtera. Apabila
hak dan kewajiban anggota keluarga digunakan secara harmonis, maka
kesejahteraan akan terwujud melalui penerapan aspek jasmani dan rohani
karena kebutuhan hidup terpenuhi dan kebahagiaan, khususnya cinta kasih
antarkeluarga, pun terwujud.

Sebagai pasangan suami istri yang hidup bermasyarakat, perkawinan
bukan hanya ikatan antara dua insan, tetapi juga hubungan antara keluarga
pihak perempuan dan pihak laki-laki. Meskipun terkadang berbenturan
dengan hukum Islam, namun juga terikat oleh norma-norma setempat di
samping prinsip-prinsip Islam. Allah SWT telah menetapkan batasan-batasan
tentang siapa yang boleh menikah dan siapa yang tidak. Sebagian orang
dilarang selamanya yaitu wanita yang tidak boleh dinikahi oleh laki-laki
sepanjang masa. Adapun Alasan pelarangan permanen, yaitu menyusui,

menikah, dan keturunan.



Ada pula yang bersifat sementara, seperti wanita yang dilarang
menikah dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Jika
keadaan wanita tersebut sudah membaik, maka akan diterima. Tidak
disebutkan adanya pelarangan menikah karena ada kelompok di antara wanita
yang dilarang menikah menurut hukum Islam. Namun, apakah adat
pelarangan menikah dengan kelompok tertentu di masyarakat Desa Tanjung
Dalam yang mayoritas beragama Islam, Berdasarkan hukum Islam,
Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara...

Artikel “Larangan Perkawinan Semarga dalam Masyarakat Suku
Pekal Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Tanjung Dalam,
Kecamatan Ulok Kupai, Kabupaten Bengkulu Utara)” mencerminkan
ketertarikan penulis untuk melakukan kajian hukum tambahan.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan Berdasarkan konteks yang telah diuraikan sebelumnya,
maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana perkawinan marga di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok
Kupai Kabupaten Bengkulu Utara pada suku Pekal?
2. Bagaimana hukum Islam menafsirkan larangan perkawinan beda agama
pada masyarakat suku Pekal di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Ulok
Kupai Kabupaten Bengkulu Utara?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yang didasarkan pada

rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya:



1. Untuk mengetahui tentang perkawinan salah satu marga di Desa Tanjung
Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara yang termasuk
dalam masyarakat suku Pekal.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat suku Pekal di Desa
Tanjung Dalam Kecamatan Ulok Kupai Kabupaten Bengkulu Utara
terhadap larangan satu marga menikah dengan marga lain menurut hukum
Islam.

D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
a. Untuk memperdalam pemahaman dan memperluas pemahaman
tentang hukum kepabeanan
b. Berpotensi untuk mempengaruhi perkembangan ilmu hukum dan
proses berpikir, khususnya di bidang perdata.
2. Kegunaan Praktis
a. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.
E. Penelitian Terdahulu
Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan isu ini akan dikaji
adalah penelitian yang dilakukan oleh Devi Marlina (2017) Skripsi

Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno yang berjudul “Larangan

Menikah Satu Kaum Dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau Dari Perspektif

Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-

muko”. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh

penulis yakni sama-sama meneliti larangan menikah satu kaum dalam Massa



Puncak Tribe. Based on Devi Marlina's research (2017), Islamic law on
interfaith relations in Putri Hijau District, North Bengkulu Regency, is not in
accordance with Islamic law because not a single tribe is mentioned in the list

of tribes mentioned in the Qur'an and Sunnabh...



